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Abstrak 

 

Selama masa pandemi virus corona (Covid-19), layanan pinjaman online 

ilegal muncul dengan semakin banyaknya, bahkan mengalami peningkatan 

pertumbuhan. Akibat wabah virus corona pinjol ilegal memanfaatkan kesulitan 

ekonomi masyarakat. Masyarakat sering tergiur dengan tawaran pinjaman online 

ilegal yang menjanjikan kemudahan, kecepatan, dan praktisitas, namun di balik 

slogan tersebut terdapat risiko berbahaya yang dapat mengancam mereka. 

Beberapa kejadian tragis, seperti kejadian pada bulan Februari 2019 di mana 

seorang sopir taksi meninggal karena terjebak dalam utang dari pinjaman online 

dan dikejar oleh penagih utang, menunjukkan konsekuensi buruk dari praktik 

pinjaman online yang ilegal. Pelanggaran lain yang terjadi adalah penggunaan 

data pribadi pengguna oleh perusahaan pinjaman online secara tidak etis, yang 

dapat membahayakan privasi dan keamanan mereka. Dampak dari kasus-kasus 

tersebut sangat merugikan masyarakat, termasuk meningkatnya keinginan bunuh 

diri dan depresi. Meskipun OJK telah mengambil langkah-langkah untuk 

memblokir pinjaman online ilegal, praktik ini masih terus berlanjut, salah satu 

alasannya adalah kemudahan dalam pengembangan aplikasi pinjaman ilegal yang 

didorong oleh kemajuan teknologi. Sementara itu, masih banyak masyarakat yang 

tergiur dengan penawaran pinjaman ilegal. Penelitian ini menekankan dua aspek 

utama, yakni regulasi hukum terkait pinjaman daring dan upaya perlindungan 

hukum bagi para korban pinjaman daring yang ilegal. Metode penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan normatif dengan melakukan pengumpulan data 

melalui studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk 

menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum 

untuk pinjaman daring diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

77/POJK.01/2016, namun perlindungan hukum bagi korban pinjaman daring 

yang ilegal masih belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang 

lebih terperinci dan tegas terkait pinjaman daring yang ilegal untuk meningkatkan 

perlindungan hukum bagi masyarakat. 
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